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PERATURAN DESA PRAYUNGAN
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL UNTUK

BADAN USAHA MILIK DESA BANGKIT SEJAHTERA

YANG BERASAL DARI PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PRAYUNGAN

bahwa dalam rangka untuk meningkatkan usaha Badan
Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bangkit Sejahtera, perlu
mengatur tambahan penyertaan modal Pemerintah Desa
Prayungan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)
Bangkit Sejahtera;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dipandang perlu ditetapkan Peraturan
Desa.

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga

Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5394);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5679);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 63
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis tentang Peraturan di Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembanggunan Desa;

10.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa;

11.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman
Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa;

12.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pendampingan Desa;

13.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian,
Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan
Usaha Milik Desa;

14.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Trasmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 pasal 9 ayat (1) huruf
d pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik
Desa dan/ atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;

15.Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun
2017 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa);



16. Surat Keputusan  Bupati  Bojonegoro  Nomor
188/448/KEP/412.013/2020 tentang Penerima Bantuan
Keuangan Kepada Pemerintahan Desa yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bojonegoro Tahun Anggaran 2020

17.Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2019 tentang Badan Usaha
Milik Desa;

18.Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

19.Keputusan Kepala Desa Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Badan Usaha Milik
Desa “ Bangkit Sejahtera”;

20.Keputusan Kepala Desa Nomor 31 Tahun 2019 tentang
Penetapan Susunan Pengurus dan Struktur Organisasi
Badan Usaha Milik Desa Bangkit Sejahtera Desa
Prayungan.

Dengan Persetujuan bersama
KEPALA DESA
DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KEPADA BADAN USAHA

MILIK DESA (BUMDesa) BANGKIT SEJAHTERA DESA
PRAYUNGAN KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN
BOJONEGORO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Kepala Daerah adalah Bupati Bojonegoro.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten
Bojonegoro.

Camat adalah unsur pimpinan perangkat daerah kecamatan yang wilayah
kerjanya meliputi beberapa desa yang berada di lingkungan kerja Kabupaten
Bojonegoro.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa di Kabupaten Bojonegoro yang
mempunyai kewenangan, tugas, dan kewajibanuntuk menyelenggarakan
rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari
Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yanganggotanya merupakan
wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan
secara demokratis.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah
antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk
menyepakati hal yang bersifat strategis.

Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari
Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita
Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan
Musyawarah Desa dan Kepala Desa.

Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa
yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang
ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan
Desa.

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa,
dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau
perolehan hak lainnya yang sah.

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui
penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan
guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-
besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.



1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Penyertaan modal Pemerintah Desa Prayungan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta
mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Desa dan
peningkatan Pendapatan Asli Desa;

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyertaan

modal Pemerintah Desa Prayungan dilaksanakan berdasarkan prinsip dengan
memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

BAB III
TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 3

Besarnya tambahan penyertaan modal desa untuk BUM Desa Bangkit
Sejahtera Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo sebesar Rp. 32.400.000,00
(terbilang Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

Tambahan penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diambil
dari Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten Bojonegoro.

Tambahan penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) akan
diberikan kepada BUM Desa Prayungan dengan rincian sebagai berikut :

a. Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten sebesar Rp. 100.000.000,00
b. Dana pendampingan (sharing 5%) sebesar Rp. 5.000.000,00

Tambahan penyertaan modal desa untuk pengembangan sebagaimana
dimaksud ayat (1) tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Prayungan Tahun Anggaran 2020.

Tambahan penyertaan modal desa untuk pengembangan unit usaha BUM
Desa BANGKIT SEJAHTERA Pengelolaan Pertanian dianggarkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Prayungan Tahun 2020 sebanyak Rp
100.000.000,- (terbilang Seratus Juta Rupiah) yang bersumber dari dana
Bantuan Khusus Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Tambahan penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (5)
merupakan kekayaan yang dipisahkan.

Dengan adanya tambahan Penyertaan Modal BUM Desa maka, Modal BUM
Desa yang semula Rp 32.400.000,00 Bertambah menjadi Rp 132.400.000,00

Tambahan penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (5)
harus dipertanggungjawabkan oleh BUM Desa Prayungan kepada Kepala Desa
Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan desa ini dengan penempatan dalam Berita Desa Prayungan
Kecamatan Smberrejo Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di : Desa Prayungan
Tanggal : 12 April 2021

KEPALA DESA PRAYUNGAN

ttd

Drs. H. IMAM ROFTI’I

Diundangkan di Desa Prayungan
pada tanggal 12 April 2021
SEKRETARIS DESA PRAYUNGAN,

ttd

TANAYA JUWITA RAHAYU, S.Si

LEMBARAN DESA PRAYUNGAN TAHUN 2021 NOMOR 05



